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ABSTRAK 
Ahmad Maulana Razzaq, E131 10 264, dengan judul skripsi “Analisis Kebijakan 
Politik Luar Negeri Indonesia dalam Penanganan Pelanggaran Penerbangan di 
Wilayah Indonesia” di bawah bimbingan Prof. Dr. J. Salusu, MA selaku 
pembimbing I dan Nur Isdah, S.IP, MA selaku pembimbing II, Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan politik luar negeri 
Indonesia dalam penanganan pelanggaran penerbangan di wilayah Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan potensi pelanggaran 
penerbangan asing di Indonesia serta hambatan dalam penyelesaian kasus pelanggaran 
wilayah udara. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan 
data diperoleh melalui telaah pustaka berupa buku, dokumen, jurnal, dan berita. Seluruh 
data dianalisa secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara geografis Indonesia merupakan negara 
yang sangat strategis, karena berada pada posisi silang antara dua benua yaitu benua 
Asia dan benua Australia serta dua samudra yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia.  
Letak wilayah yang strategis tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang sangat 
sibuk karena menjadi area perlintasan bagi negara-negara lain yang hendak menuju 
suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini mengakibatkan banyaknya pesawat asing yang 
melintas di atas wilayah kedaulatan NKRI.  
Penjagaan wilayah udara negara berdasarkan atas Undang-undang serta hukum 
internasional, untuk Indonesia penjagaan wilayah udaranya di atur dalam UU No. 1 
Tahun 2009 dan ADIZ sebagai kebiasaan internasional. Dalam upaya penjagaan 
wilayah udara nasional, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam upaya 
penanganannya, salah satunya adalah FIR diatas Kepulauan Natuna dan Kepulauan 
Riau dalam hal pengawasan didelegasikan dibawah manajemen FIR Singapura sehingga 
Indonesia harus aktif mengkonfirmasi posisi pesawat asing kepada pihak Singapura. 
Kata kunci: Indonesia, Kebijakan Penerbangan, Pelanggaran Penerbangan. 
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ABSTRACT 
Ahmad Maulana Razzaq, E131 10 264 “Analysis of Indonesian foreign policy in 
Flight Violations in Indonesia”, under the guidance of Prof. J. Salusu as Advisor I 
and Nur Isdah as Advisor II, Department of Intenational Relations, Faculty of Social 
and Political Sciences, Hasanuddin University. 
This study aims to identify and to explain the foreign policy of Indonesia in the 
handling of flight violations in Indonesia. In addition, this study also aims to identify 
and explain potential violations of foreign airlines in Indonesia as well as obstacles in 
solving the case of violation of airspace. 
 
The research method is using descriptive analytic. Data collecting were obtained 
through library research in the form of books, documents, journals, and news. All data 
were analyzed qualitatively. 
 
The results of this study indicates that Indonesia is a very strategic geographical 
location that puts Indonesia as one of the world's air traffic lanes. This resulted in many 
foreign aircraft that flew over the sovereign territory of the Republic of Indonesia. 
Guarding the country's airspace based on legislation and international law, to guard 
Indonesian airspace regulated in Law No. 1 of 2009 and Adiz as international customs. 
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